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Abstrak
Perkembangan bisnis asuransi jiwa di Indonesia telah berkembang menjadi salah satu kebutuhan manusia dalam perekonomian modern. Usaha asuransi jiwa merupakan usaha jasa pengalihan risiko kerugian akibat kematian tertanggung dalam bentuk pembayaran premi dan sebagai timbal baliknya perusahaan asuransi menjanjikan untuk mengganti kerugian tersebut. Timbal balik ini adalah sebagai akibat dari adanya perjanjian asuransi yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban antara penanggung dengan tertanggung. Dalam pelaksanaanya pemenuhan hak dan kewajiban ini sering dilanggar kedua belah pihak. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan bahwa sebuah perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apakah alasan penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh PT. Axa Mandiri telah sesuai dengan polis asuransi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni peraturan yang berkaitan dengan perasuransian dan bahan hukum sekunder yakni buku-buku teks atau jurnal hukum yang berkaitan dengan asuransi. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini yakni mengenai penolakan klaim asuransi jiwa yang dilakukan oleh PT. Axa Mandiri Finance Service terhadap nasabahnya dan tanggung jawab pembayaran klaim jika terjadi pelanggaran prinsip itikad baik. Polis asuransi jiwa adalah bentuk dokumen dari adanya perjanjian asuransi jiwa yang di dalamnya terdapat Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ). Surat permintaan tersebut merupakan bagian dari polis yang telah menjadi satu kesatuan saat perjanjian asuransi disepakati oleh para pihak. Ketentuan-ketentuan dari polis asuransi jiwa harus dipahami dan dipatuhi oleh tertanggung dan penanggung. Penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh PT. Axa Mandiri terhadap ahli waris Uli Sinambela dengan alasan bahwa almarhum Uli Sinambela telah melanggar prinsip itikad baik pada saat pengisian SPAJ adalah sudah sesuai dengan polis dan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan bahwa adanya pelanggaran prinsip itikad baik maka perjanjian asuransi menjadi batal sehingga PT. Axa Mandiri tidak bertanggungjawab atas pembayaran uang klaim.
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Abstract
The development of life insurance business in Indonesia has grown to be one of the human needs in the modern economy. Life insurance bussiness is a risk transfer services business of loss due because of the insured mortality in the form of premium and payment as the reverse of reciprocal insurance company promises to replace the losses. This is reciprocity as a result of the existence of the insurance agreement which contains the right and obligations between the insurer and the insured. The implementation of the fulfillment of rights and obligations almost violated by both of them. This is very contrary with agreement which have to do in principle of good faith. The purpose of this study is to known and understand what the reason for denial an insurance claim made ​​by PT. Axa Mandiri in accordance with the insurance policy and the legislation. This research uses normative juridical method. The research uses several approaches, for instance, statute approach, case approach, and conceptual approach. The research uses two of law materials are the primary legal materials which contain of the regulation of insurance, and secondary legal materials which contain of text books or insurance juridical journal. This is for get compatible law materials for this research about denial life insurance claim wich made by the insurer to the insured in PT. Axa Mandiri Finance service to their clients and responbilities of claim payment if any principle good of faith improbity. Life insurance policy is an agreement document which have “Surat Permintaan Asuransi Jiwa” (SPAJ). The demand letter is part of a policy that has become a single entity when the insurance agreement signed by the parties. The provisions of the life insurance policy must be understood and adhered by the insured and the insurer. The denial of insurance claims made ​​by PT . Axa Mandiri against the heir deceased Uli Sinambela violated the principle of good faith at the time of charging SPAJ is already in accordance with the insurance policy and the legislation. Because of any infraction principle of good faith, that agreemen canceled by law, so PT. Axa Mandiri Finance has not responbility to did claim payment.







Manusia pada hakikatnya akan selalu melewati apa yang dinamakan dengan siklus kehidupan. Secara umum siklus tersebut dimulai dari lahir, balita, anak-anak, remaja, dewasa, berkeluarga, lanjut usia dan yang terakhir adalah meninggal dunia. Seseorang akan merasa bahwa dirinya akan dalam keadaan sehat tanpa suatu penyakit apapun dan tidak memikirkan dikemudian hari ia akan jatuh sakit sehingga perlu menjalani perawatan dirumah sakit. Kemungkinan meninggal dunia juga bisa terjadi ketika orang tersebut mengalami penyakit yang parah. Seseorang akan sadar ketika ia sudah dalam keadaan sakit dan merasa berat perihal biaya perawatan yang ia tanggung. Seseorang itu akan sadar pula ketika kepala keluarga yang memberi nafkah meninggal dunia, sehingga ia akan merasa sulit memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi setiap manusia akan menghadapi kemungkinan kehilangan nyawa karena berbagai sebab seperti terjangkit suatu penyakit atau karena kecelakaan yang mengakibatkan kematian.
Untuk membantu meringankan beban yang ditanggung keluarga yang ditinggalkan maka perlu adanya pihak lain yang dapat menanggung risiko tersebut. Pengalihan risiko ini bertujuan untuk memikul kerugian yang mana disebabkan karena suatu kejadian tertentu. Kerugian tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain yang bergerak di bidang penerimaan risiko yaitu perusahaan asuransi. Jadi perihal risiko dapat dialih atau dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut dengan ketentuan dan juga syarat yang telah ditentukan sebelumnya.​[1]​
Ketentuan asuransi telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) dan juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Ketentuan asuransi dalam KUHD diatur pada Pasal 246 sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diatur pada Pasal 1 Angka 1. Ketentuan dari kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa para pihak yang berkaitan dengan asuransi atau pertanggungan minimal terdapat dua yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung merupakan pihak yang berhak menerima pembayaran uang pertanggungan dan memberi penggantian apabila terjadi kerugian. Tertanggung merupakan pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan membayar sejumlah uang dan menerima uang penggantian atas kerugian yang diderita. Tertanggung biasanya juga disebut dengan istilah yang berbeda seperti “pengambil asuransi” atau “pemegang polis”, namun Pasal 304 Ayat (2) KUHD memakai istilah tertanggung.​[2]​
Asuransi atau pertanggungan yang tujuannya adalah semata-mata untuk mengganti kerugian tertanggung, maka nilai dari kerugian yang dipertanggungkan itu penting untuk diketahui. Maksudnya ialah, biaya asuransi tersebut harus adil menurut besar kecilnya risiko yang dipertanggungkan.​[3]​ Pada asuransi jiwa seorang yang telah berusia tua, maka nilai premi yang akan dibayarkan akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang masih berusia muda. Seseorang yang berusia tua akan lebih berisiko mengalami kematian lebih cepat daripada seseorang yang masih berusia muda.
Penanggung dan tertanggung mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer). Ketentuan ini menyatakan bahwa ketika perjanjian telah disepakati kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut akan berlaku sebagai undang-undang yang akan mengikat pihak-pihak didalamnya. Pembuatan perjanjian asuransi juga harus memenuhi syarat-syarat perjanjian dimana ketentuan-ketentuan yang mengatur hal ini terdapat pada Pasal 1320 KUHPer mengenai syarat sahnya perjanjian. Perjanjian asuransi mempunyai unsur peristiwa yang tidak tentu, maka perjanjian asuransi dianggap sebagai perjanjian untung-untungan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1774 KUHPer. Perjanjian asuransi apabila diteliti dalam prakteknya, maka tidak dapat digolongkan dalam perjanjian untung-untungan walaupun digantungkan pada peristiwa yang tidak tentu.​[4]​ Hal ini didasarkan karena adanya alasan bahwa dalam perjanjian asuransi terdapat premi sebagai bentuk pembayaran pengalihan risiko yang seombang dengan risiko yang ditanggung, selain itu juga terdapat unsur kepentingan sebagai syarat mutlak yang dimiliki tertanggung, serta jika terdapat permasalahan dalam jalannya perjanjian asuransi para pihak dapat menggugat dimuka pengadilan.
Proses pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung tidak terjadi begitu saja tanpa kewajiban apa-apa. Tertanggung yang telah sepakat akan mengadakan perjanjian asuransi dengan penanggung yang dalam hal ini adalah asuransi jiwa, mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang kepada penanggung. Pembayaran uang tersebut digunakan untuk mengganti kerugian yang dialami tertanggung sedangkan penanggung wajib untuk menanggung besaran kerugian tersebut. Namun apabila kemudian peristiwa yang dimaksudkan dalam perjanjian tidak terjadi maka uang tersebut tetap menjadi milik pihak yang menanggung.​[5]​
Ketentuan-ketentuan yang dipakai oleh penanggung dalam mengikatkan dirinya dengan tertanggung diterjemahkan dalam polis. Polis ini nantinya akan menjadi tanda bukti adanya perjanjian asuransi. Ketentuan-ketentuan tentang dasar pembuatan isi polis terdapat dalam Pasal 256 KUHD dan Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaran Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Dengan tidak adanya polis, perjanjian asuransi tidak menjadi batal, tetapi dalam Pasal 255 KUHD mengharuskan pembuatan perjanjian asuransi itu dalam suatu akta yang disebut polis.​[6]​ Perjanjian asuransi akan diterbitkan dalam bentuk polis, ketika masing-masing pihak baik itu dari penanggung maupun calon tertanggung menyampaikan informasi yang benar dan jelas. Calon tertanggung diwajibkan untuk menyampaikan seluruh fakta yang diketahuinya secara jujur tentang dirinya. Hal ini dilakukan pada saat mengadakan perjanjian, yang dalam polis asuransi ini dimasukkan ke dalam proses pengisian Surat Permintaan Asuransi Jiwa (selanjutnya disebut SPAJ). Penanggung berkewajiban menjelaskan risiko yang dijamin maupun risiko yang dikecualikan. 
Keterangan secara jujur sangat penting bagi perusahaan asuransi, mengingat dari keterangan tersebut akan dapat ditentukan mengenai risiko calon tertanggung dan besaran premi yang harus dibayar tertanggung sehingga layak untuk diasuransikan. Keterangan secara jujur akan menjadi prinsip yang sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian asuransi. Dalam asuransi istilah demikian disebut dengan Prinsip itikad baik atau Utmost Goodfaith. Permasalahannya prinsip ini tidak selalu dimengerti oleh kedua belah pihak baik itu dari pihak penanggung maupun tertanggung. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip itikad baik ini adalah menyembunyikan dan tidak memberikan fakta yang benar tentang kesehatan diri tertanggung.​[7]​
Tertanggung juga harus membaca polis dengan seksama, bukan hanya membaca saja melainkan perlu memahami isi polis tersebut. Misalnya kondisi apa saja yang termasuk dalam pertanggungan asuransi, penyakit tertentu yang tidak termasuk dalam penggantian asuransi, berapa besar uang pertanggungan, bagaimana bila peserta sebagai pembayar polis tidak sanggup membayar premi asuransi dan lain sebagainya. Disini penanggung sangat berperan penting untuk menjelaskan semua isi polis kepada tertanggung. Hal ini merupakan kewajiban penanggung, apabila penanggung keberatan menjelaskan polis, tertanggung harus lebih teliti dengan melakukan pengecekan terhadap polis.
Keterangan-keterangan yang tidak disampaikan dengan jujur, benar dan jelas baik itu dari penanggung maupun tertanggung akan menimbulkan masalah pada saat pengajuan klaim. Pengajuan klaim ini akan dilakukan tertanggung apabila ia mengalami peristiwa yang telah diperjanjikan dalam polis yaitu meninggal dunia. Masalah akan muncul ketika manfaat yang seharusnya diterima oleh tertanggung tidak bisa diperoleh karena ada beberapa prosedur dan persyaratan yang tidak dipenuhi. Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan klaim tidak diatur baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan pelaksananya, melainkan telah ditentukan dalam polis asuransi yang dibuat perusahaan asuransi. Persyaratan klaim yang tercantum dalam polis asuransi jiwa PT. Axa Mandiri adalah sebagai berikut, berkas pengajuan klaim meninggal dunia yang harus ada dan diberikan :
1.	Polis asli, dan
2.	Bukti pembayaran premi terakhir, dan
3.	Identitas diri resmi dari pemegang polis, tertanggung, penerima maslahat dan pihak lain yang berkepentingan, dan
4.	Formulir klaim, dan
5.	Formulir keterangan dokter, dan
6.	Akte kematian dari instansi yang berwenang, dan
7.	Surat keterangan meninggal dunia dari pamong praja/instansi yang berwenang, dan 
8.	Surat bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang, dan
9.	Surat keterangan dokter pemeriksa jenasah tertanggung, dalam hal tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal dunia tidak wajar, dan
10.	Surat keterangan dari kepolisian, dalam hal tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal dunia tidak wajar, dan
11.	Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh penanggung, dan
12.	Apabila tertanggung meninggal dunia di luar wilayah Indonesia, maka surat keterangan meninggal dunia harus dilegalisir oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) atau perwakilan negara Indonesia yang disetujui penanggung.​[8]​
Ketentuan yang dibuat oleh perusahaan asuransi tersebut tidak boleh merugikan tertanggung sehingga dapat memperlambat proses penyelesaian atau pembayaran klaim. Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaran Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, pada Pasal 25 yang menjelaskan tentang tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim.
Tertanggung yang dapat memenuhi prosedur pengajuan klaim asuransi dengan benar, maka pengajuan klaimnya akan diterima oleh penanggung serta membayar klaim sesuai dengan isi polis. Meskipun telah jelas mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian asuransi namun kenyataan yang terjadi sangatlah berbeda karena ternyata penanggung tidak memenuhi kewajibannya pada saat terjadi pengajuan klaim dari tertanggung. Salah satu alasan penolakan pembayaran klaim asuransi jiwa itu terjadi karena pihak asuransi menilai cacat dan terdapat unsur ketiadaan itikad baik. Tertanggung yang ternyata menyembunyikan fakta-fakta yang ada akan dapat merugikan dirinya sendiri. Fakta-fakta yang diterima oleh penanggung tentu saja tidak lengkap sehingga keputusan yang diambil hanya berdasarkan pada informasi yang ada. Kerugian yang terjadi adalah kemungkinan penanggung akan menolak klaim asuransi jika terdapat keterangan yang tidak benar dalam SPAJ. Termasuk pada kasus yang dialami oleh salah satu nasabah asuransi jiwa PT. Axa Mandiri Finance Service (Selanjutnya disebut PT. Axa Mandiri) di tahun 2012. Dimana di awal perjanjian nasabah atau yang disebut dengan tertanggung ini telah memberikan penjelasan mengenai dirinya dengan tidak ada yang ditutupi dari kesehatan dirinya sendiri sepengetahuannya kepada pihak PT. Axa Mandiri sebagai pemenuhan pengajuan polis, namun dimasa perjalanan setelah kurang lebih dua bulan nasabah ini mengikuti asuransi kemudian nasabah ini meninggal yang ternyata setelah diperiksa oleh tim dokter diduga nasabah ini meninggal  karena sakit dengan keluhan sesak di ulu hati, keluar air dari mulut. Atas meninggalnya tertanggung maka ahli waris mengajukan permohonan klaim asuransi, setelah itu pihak PT. Axa Mandiri melakukan verifikasi dan menemukan bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum, bahwa Tertanggung/Pemegang Polis Almarhum Uli Sinambela pernah berobat dengan rawat jalan dan juga pernah dirawat inap, namun entah mengetahui atau tidak karena nasabah menganggap peristiwa itu sudah lama terjadi dan tidak pernah melakukan check up lagi. Pihak PT. Axa Mandiri pun tidak mewajibkan adanya syarat ketentuan surat medical check up bagi nasabahnya yang ingin menerbitkan polis. Disinilah timbul permasalahan, apakah si nasabah mengetahui atau tidak penyakit yang dideritanya sebelum mengikuti asuransi dengan tidak berniat mencari keuntungan dan apakah pihak asuransi memiliki itikad baik atas perjanjian asuransi yang telah dibuatnya karena tidak mengharuskan nasabah untuk melampirkan surat medical check up lengkap dari dokter.​[9]​
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengajukan perumusan masalah sebagai berikut:
1.	Apakah alasan penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh PT. Axa Mandiri telah sesuai dengan polis asuransi yang sudah disepakati dengan tertanggungnya dan peraturan perundang-undangan yang ada?





Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan.​[10]​ Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti kaidah atau aturan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama untuk membahas permasalahan hukum asuransi yang terkait dengan suatu peristiwa hukum yakni permasalahan terjadinya penolakan klaim asuransi yang dilakukan PT. Axa Mandiri terhadap Uli Sunambela. Dimana penolakan tersebut dilakukan oleh PT. Axa Mandiri didasarkan dengan alasan bahwa Uli Sinambela telah melanggar prinsip itikad baik pada saat pengisian data dalam SPAJ. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum atas penolakan klaim asuransi tersebut sebagai dasar penentu apakah penolakan itu sudah benar atau salah serta bagaimana seharusnya penolakan itu menurut hukum yang berlaku. Penelitian ini juga bermaksud untuk memberikan argumentasi hukum terkait tanggung jawab PT. Axa Mandiri dalam membayar klaim jika Uli Sinambela dianggap telah melakukan pelanggaran prinsip itikad baik.
Pendekatan (approach) yang digunakan di dalam penelitian ini adalah : 
a.	Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi tentang perasuransian yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani​[11]​ yaitu permasalahan penolakan klaim asuransi yang dilakukan PT. Axa Mandiri terhadap Uli Sinambela.
b.	Pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum khususnya dalam hukum asuransi.​[12]​ Dengan pendekatan ini, peneliti akan mempelajari dan memahami pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum tentang hukum perasuransian di Indonesia. Bagaimana seharusnya prinsip-prinsip dalam asuransi itu menjadi landasan baik itu bagi penanggung maupun tertanggung untuk melakukan perjanjian asuransi. Disamping itu juga memahami hak dan kewajiban yang wajib diketahui oleh kedua belah pihak.
c.	Pendekatan kasus (case approach) dimana peneliti nantinya akan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.​[13]​ Dalam pendekatan kasus ini peneliti akan mempelajari dan menelaah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 352/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel untuk refrensi bagi peneliti agar dapat mencapai sebuah kesimpulan.
Bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah:
a.	Bahan hukum Primer, yakni bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959;
2.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3.	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
4.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618;
5.	Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821;
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954;
7.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
8.	Polis asuransi yang dikeluarkan oleh PT. Axa Mandiri dan dilengkapi dengan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ).
9.	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 352/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
b.	Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum asuransi, jurnal hukum, makalah hasil diskusi yang memiliki korelasi dengan permasalahan penolakan klaim asuransi.
Menurut Deni SB. Yuherawan, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a.	Mencatat pencarian dan penyusunan bahan hukum secara akurat;
b.	Memahami dan mengkritik;
c.	Menggunakan teknik snowball (extending existing knowledge); dan
d.	Mengorganisasikan dan mengklasifikasikan.​[14]​
Berdasarkan teori tersebut, maka teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan mencatat pencarian dan penyusunan bahan hukum secara akurat dari rumusan masalah yang diangkat.
Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum baik itu primer dan sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis.​[15]​ Dalam hal ini peneliti akan menguraikan bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya sehingga antara bahan hukum tersebut akan saling berhubungan dan berkaitan untuk mendapatkan gambaran umum yang disusun secara logis agar dapat dipahami.





1.	Penolakan Klaim Asuransi Jiwa yang Dilakukan Oleh PT. Axa Mandiri Terhadap Ahli Waris Uli Sinambela
Dalam asuransi jiwa, yang dimaksud dengan bahaya adalah meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan. Meninggalnya seseorang itu merupakan hal yang sudah pasti, setiap makhluk bernyawa pasti mengalami kematian, tetapi kapan meninggalnya seseorang tidak dapat dipastikan, inilah yang kemudian disebut peristiwa tidak pasti atau evenemen dalam asuransi jiwa. Evenemen ini hanya satu, yaitu ketidakpastian kapan meninggalnya seseorang, sebagai salah satu unsur yang dinyatakan dalam definisi asuransi jiwa. Evenemen meninggalnya tertanggung itu berisi dua, yaitu meninggalnya itu benar-benar terjadi sampai jangka waktu asuransi dan benar-benar tidak terjadi sampai asuransi berakhir yang kedua-duanya menjadi beban penanggung. Pada saat ketidakpastian ini kemudian terjadi pada tertanggung yaitu meninggal dunia, inilah yang selanjutnya menjadi hak tertanggung mengajukan klaim asuransi dan tanggung jawab penanggung mengganti kerugian tersebut.
Salah satu hal yang cukup rumit yang dihadapi tertanggung adalah ketika tertanggung berniat ingin mendapatkan uang klaim dengan cepat akan tetapi dihadapkan dengan proses yang lama. Dikatakan rumit karena pada saat pengajuan klaim yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung, tertanggung merasa telah melakukan persyaratan pengajuan klaim yang benar sesuai dengan ketentuan isi polis sehingga tertanggung menginginkan segera mendapatkan uang klaim. Dugaan seperti itu ternyata salah, karena ketika tertanggung telah mengajukan klaim pihak penanggung masih akan melakukan verifikasi dan klarifikasi data tertanggung. Hal inilah yang seringkali menjadi permasalahan yaitu terjadi perbedaan pendapat antara tertanggung dan penanggung perihal tata cara mendapatkan uang klaim. Oleh karena tidak adanya persamaan pendapat perihal klaim, lalu muncul menjadi suatu persengketaan antara tertanggung dan penanggung. Persengketaan dalam perjanjian asuransi dapat menyangkut segala hal, akan tetapi pada umumnya adalah persengketaan mengenai penyelesaian klaim. Persengketaan klaim umumnya menyangkut 2 (dua) hal utama, yaitu pengakuan tanggung jawab atas klaim yang timbul dari penanggung dan besaran klaim yang dituntut atau dikabulkan.​[17]​ 
Ketentuan tentang persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh tertanggung pada saat pengajuan klaim asuransi telah tercantum dalam polis asuransi. Ketentuan-ketentuan tentang isi polis secara keseluruhan telah diatur dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasauransi. Dalam permasalahan perihal penolakan klaim asuransi, sebelum permasalahan itu terjadi harus diketahui terlebih dahulu oleh kedua belah pihak bahwa terdapat ketentuan-ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengajuan klaim asuransi yang termuat dalam polis asuransi jiwa. Ketentuan mengenai bagaimana tata cara klaim yang benar harus terdapat dalam polis sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Huruf l Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang berisi “syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam mengajukan klaim”. Adanya ketentuan ini adalah agar tertanggung maupun ahli waris tertanggung dapat mengetahui dan memahami syarat dan tata cara ketika ingin mengajukan klaim asuransi jiwa ketika terjadi peristiwa kematian. Dalam hal pengajuan klaim, landasan hukum yang digunakan tertanggung dan penanggung adalah dalam Pasal 8 Angka 3 Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa PT. Axa Mandiri yang mengatur tentang pembayaran maslahat, pemberitahuan klaim dan dokumentasi klaim. 
Selain bukti-bukti tersebut, PT. Axa Mandiri berhak pula untuk meminta bukti-bukti lain yang dianggap perlu untuk mendukung dan melengkapi bukti-bukti yang ada. Apabila terjadi klaim karena meninggalnya tertanggung, maka PT. Axa Mandiri akan melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap sebab-sebab kematian baik terhadap ahli waris tertanggung maupun terhadap pihak-pihak lain seperti dokter,​[18]​ mengenai sebab kematian tertanggung, termasuk mengenai riwayat kesehatan tertanggung. Klarifikasi dan investigasi diperlukan untuk memastikan kebenaran klaim dan pembayaran uang asuransi selain itu juga untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur pelanggaran itikad baik dalam klaim asuransi.
Pada dasarnya penyelesaian sengketa yang terjadi akibat adanya klaim asuransi yang di kemudian hari diketahui terdapat informasi tersembunyi, mengacu pada ketentuan undang-undang yakni Pasal 1338 Ayat (3) KUHPer, Pasal 251 KUHD, maupun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Polis Asuransi Jiwa. Selanjutnya, apabila sebab dari peristiwa yang terjadi memenuhi unsur pelanggaran prinsip itikad baik, maka PT. Axa Mandiri akan membatalkan perjanjian tersebut dan menolak klaim tanpa pembayaran. Seperti halnya pula pada klaim yang dilakukan ahli waris almarhum Uli Sinambela yang mengikat perjanjian dengan PT. Axa Mandiri. Mengingat bahwa penyakit yang diderita almarhum Uli Sinambela telah ada sebelum perjanjian asuransi dilakukan dan ternyata keberadaan penyakit tersebut tidak disampaikan secara jujur kepada PT. Axa Mandiri, maka penanggung menganggap perjanjian batal dan oleh karena itu tidak berkewajiban memenuhi prestasi kepada ahli waris tertanggung/penerima uang asuransi. Jika peristiwa yang terjadi dengan tegas disebutkan bahwa penyakit yang diderita almarhum Uli Sinambela tersebut sejak awal juga diasuransikan atau diketahui dan disetujui oleh PT. Axa Mandiri maka bukan merupakan bentuk pelanggaran dari prinsip itikad baik penanggung akan membayar ganti kerugian sesuai dengan yang tertera dalam polis asuransi jiwa.
Untuk menilai suatu perjanjian asuransi jiwa harus diteliti disamping polisnya sendiri juga syarat-syarat umum polis asuransi jiwa dan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh almarhum Uli Sinambela yang merupakan satu kesatuan dari polis tersebut. Ketentuan SPAJ yang merupakan satu kesatuan dari polis asuransi jiwa telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 Point 2.1 dan Angka 3 Point 3.17 Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa PT. Axa Mandiri. Dalam Pasal 1 Angka 2 Point 2.1 menyebutkan bahwa :
Semua keterangan, pernyataan serta penjelasan yang diberikan Pemegang Polis dan Tertanggungkepada Penanggung, dijamin kebenarannya oleh Pemegang Polis dan Tertanggung dan menjadi dasar pertanggungan dan bagian yang tak terpisahkan dari polis. 
Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 3 Point 3.17  menyebutkan bahwa :
Polis yaitu dokumen ini beserta Data Polis, ketentuan khusus, formulir lainnya serta perubahan dan penambahanyang diberitahukan oleh penanggung yang secara tertulis, dan dokumen permohonan asuransi dan formulir lainnya yang telah lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tertanggung, serta dikenal oleh Penanggung.
Penolakan klaim oleh PT. Axa Mandiri atas pengajuan klaim asuransi oleh ahli waris almarhum Uli Sinambela dengan alasan pelanggaran prinsip itikad baik pada saat pengisian SPAJ adalah sudah tepat dan benar jika melihat ketentuan Pasal 1 Angka 3 Point 3.17 jo Angka 2 Point 2.1 tentang ketentuan umum polis asuransi jiwa yang menyatakan bahwa SPAJ merupakan bagian dari polis dan menjadi satu kesatuan dalam perjanjian asuransi. Sehingga PT. Axa Mandiri dalam tindakannya melakukan klarifikasi dan investigasi berdasarkan kepada polis dan SPAJ.
2.	Tanggung Jawab PT. Axa Mandiri Untuk Membayar Klaim Jika Terjadi Pelanggaran Prinsip Itikad Baik
Pada dasarnya syarat dalam perjanjian asuransi adalah sesuai dengan Pasal 1320 KUHper, namun selain itu juga terdapat adanya syarat khusus perjanjian asuransi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 257 KUHD dihubungkan dengan Pasal 255 KUHD dan 258 KUHD, maka dapat disimpulkan bahwa polis bukanlah merupakan syarat mutlak dalam perjanjian asuransi, tetapi fungsi polis tetap penting, sebab didalamnya memuat isi lengkap dari perjanjian yang diadakan termasuk mengenai hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung. Polis merupakan bukti yang sempurna dalam perjanjian asuransi.​[19]​ Dari penjelasan di atas tampak bahwa pembuktian perjanjian asuransi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1.	Dengan polis asuransi, apabila dalam perjanjian asuransi tersebut telah dibuat polis;
2.	Dengan alat-alat bukti lain, asal sudah terdapat permulaan pembuktian dengan tulisan apabila polis belum dibuat.
Salah satu kewajiban penanggung dalam perjanjian asuransi jiwa yang merupakan hak tertanggung yakni pembayaran uang pertanggungan akan timbul, apabila terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung sebagaimana yang telah diperjanjikan. Namun demikian, meskipun peristiwa yang dimaksud terjadi, penanggung kemungkinan dapat bebas dari pelaksanaan kewajibannya, apabila dapat dibuktikan peristiwa itu tidak seusai dengan polis. Pasal 269 KUHD menegaskan bahwa setiap asuransi yang kerugiannya sudah ada pada saat ditutupnya perjanjian adalah batal, apabila tertanggung telah mengetahui sudah adanya kerugian tersebut atau kerugian tersebut akan terjadi.​[20]​ Sebaliknya, dapat diartikan pula bahwa apabila ketika diadakan perjanjian asuransi, peristiwa kerugian sudah terjadi dan tertanggung tidak mengetahui terjadinya peristiwa tersebut, asuransi tidak menjadi batal. 
Batal tidaknya perjanjian dalam asuransi secara umum digantungkan kepada pengetahuan tertanggung, yang oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak disebut dengan subjectief onzeker voorval. Sedangkan dalam asuransi jiwa disebut dengan objectief onzeker voorval.​[21]​ Di dalam asuransi jiwa penjelasan terhadap hal ini terdapat di Pasal 306 KUHD, yang menyebutkan bahwa: “apabila pada waktu ditutupnya perjanjian asuransi, orang yang jiwanya diasuransikan sudah meninggal, gugurlah perjanjian tersebut, meskipun tertanggung tidak akan mengetahui kematian itu, kecuali apabila diperjanjikan lain.” Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai makna dari “jiwanya yang diasuransikan sudah meninggal”, akan tetapi dapat di simpulkan bahwa apabila tertanggung secara fisik sehat, namun tidak demikian halnya dengan psikisnya, maka dapat dikatakan tertanggung tersebut telah tiada.
Berkaitan dengan pengetahuan almarhum Uli Sinambela mengenai pemahaman perihal penyebab terjadinya kematian tertanggung, kemungkinan dapat menimbulkan persoalan pemahaman antara almarhum Uli Sinambela dengan PT. Axa Mandiri. Sebagaimana disinggung sebelumnya, meskipun peristiwa yang dimaksud terjadi, PT. Axa Mandiri kemungkinan bebas dari pelaksanaan kewajibannya, apabila dapat dibuktikan antara lain :
1.	Peristiwa terjadi karena kesalahan tertanggung sendiri
2.	Peristiwa terjadi disebabkan oleh sifat barang (eigen gebrek)
Selain peristiwa-peristiwa tersebut, dalam perjanjian asuransi dikenal adanya ketentuan tentang kewajiban tertanggung untuk menyampaikan mengenai obyek yang diasuransikan dengan sesungguhnya dan sejujurnya. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 251 KUHD yang berbunyi: 
Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama mengakibatkan batalnya pertanggungan. 
Kewajiban pemberitaan tersebut penting bagi penanggung, agar penanggung dapat memberikan penilaian mengenai besar kecilnya resiko yang dihadapi dan menjadi faktor dalam penentuan premi serta menjadi bahan pertimbangan dalam menerima atau menolak perjanjian asuransi. Dari Pasal 251 KUHD diketahui penyampaian informasi yang dilakukan tertanggung ada tiga hal yaitu:
a.	Tertanggung memberikan keterangan yang keliru;
b.	Keterangan yang diberikan oleh tertanggung tidak benar;
c.	Tidak diberitahukan hal-hal yang sesungguhnya diketahuinya
Ketentuan tersebut tidak membedakan antara tertanggung yang beritikad buruk dengan tertanggung yang beritikad baik. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD, apabila hal tersebut terjadi, sanksi yang diberikan adalah sama yaitu mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. 
Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa almarhum Uli Sinambela sebelum menutup perjanjian asuransi diwajibkan memberikan segala keterangan mengenai keadaan obyek yang diasuransikan kepada PT. Axa Mandiri. Dalam konteks asuransi jiwa, maka obyek yang dimaksud adalah keadaan pribadi calon tertanggung yakni almarhum Uli Sinambela sendiri. Calon tertanggung dianggap mengetahui bahwa keputusan penanggung tentang diterima atau tidaknya penutupan perjanjian asuransi tersebut bergantung  pada keterangan yang diberikannya. Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh tertanggung akan menimbulkan persoalan terkait prinsip itikad baik.
Dalam perjanjian asuransi khususnya asuransi jiwa terdapat beberapa prinsip salah satunya adalah prinsip itikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPer, dimana dalam melaksanakan suatu perjanjian para pihak harus beritikad baik. Pemaparan ini lebih menekankan kepada prinsip itikad baik ini karena dalam permasalahan yang diangkat terkait dengan alasan penolakan klaim yang dilakukan oleh PT. Axa Mandiri adalah karena adanya pelanggaran prinsip itikad baik. Dimana pelanggaran prinsip ini terdapat pada saat almarhum Uli Sinambela mengisi formulir aplikasi yaitu SPAJ. Konsep dasar dari prinsip itikad baik adalah para pihak harus memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dengan benar, jelas dan jujur untuk berjalannya perjanjian tersebut. Sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPer yang mewajibkan para pihak yang melakukan perjanjian harus beritikad baik maka selain tentang memberikan informasi yang benar, para pihak juga harus bertujuan tidak saling merugikan antara satu dengan lainnya. Tujuan dengan diadakannya perjanjian asuransi adalah saling memberikan keuntungan baik dari pihak tertanggung yang ditanggung risikonya, maupun dari pihak penanggung yang akan mendapatkan keuntungan dari pembayaran premi.
Melihat kembali Pasal 251 KUHD dan juga isi Polis Asuransi Jiwa PT. Axa Mandiri, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya maka menyembunyikan keterangan tentang informasi tertanggung melalui penyampaian keterangan yang tidak benar, sehingga mengakibatkan penanggung menyetujui penutupan asuransi merupakan pelanggaran prinsip itikad baik yang dapat mengakibatkan persoalan hukum terhadap perjanjian asuransi yang telah dibuat. Secara ideal, seharusnya prinsip itikad baik ini diberlakukan juga kepada PT. Axa Mandiri sebagai penanggung, akan tetapi ketentuan Pasal 251 KUHD hanya menekankan hal tersebut kepada tertanggung saja. Jadi apabila disimpulkan Pasal 251 KUHD tersebut terlalu memberatkan tertanggung. Melihat bahwa dasar dari prinsip itikad baik adalah dalam menetapkan suatu perjanjian harus dilakukan semata-mata berlandaskan dengan niatan baik dari kedua belah pihak. Dengan demikian, baik pihak tertanggung maupun pihak penanggung harus tunduk pula dengan prinsip ini, sehingga tidak dibenarkan jika hanya salah satu pihak saja yang menjalankan prinsip ini. 
Kedua belah pihak yaitu PT.Axa Mandiri harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang syarat/kondisi dari asuransi dan almarhum Uli Sinambela sebagai tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas kepentingan yang dipertanggungkan. Sebaliknya jika fakta mengenai informasi tersebut diketahui oleh almarhum Uli Sinambela dan kemudian disampaikan dengan sejujurnya kepada PT.Axa Mandiri, maka hal tersebut tidaklah termasuk pelanggaran prinsip itikad baik. Dapat dikatakan bahwa menyembunyikan informasi tertanggung kepada penanggung merupakan bentuk penipuan bilamana hal tersebut dilakukan dengan sengaja untuk mencari keuntungan. Penanggung seharusnya tidak akan mengambil alih risiko dari tertanggung jika mengetahui bahwa tertanggung mempunyai informasi yang tidak benar atau beritikad buruk.
Dalam prinsip itikad baik, juga terdapat macam-macam unsur yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran salah satunya adalah Non-disclosure. Non-disclosure adalah suatu unsur yang pada dasarnya mengemukakan bahwa informasi atau fakta yang tidak diungkap disebabkan oleh unsur ketidaktahuan, atau karena dianggap bahwa fakta tersebut tidak diperlukan atau tidak penting. Berdasarkan pada prinsip itikad baik, hal itu tidak bisa dibenarkan dan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran. Unsur inilah yang kemudian menjadi alasan PT. Axa Mandiri yang menolak pembayaran uang pertanggungan kepada ahli waris almarhum Uli SInambela. Diketahui jika almarhum Uli Sinambela mengabaikan keterangan-keterangan yang dianggapnya tidak penting untuk disampaikan maka sama pula almarhum Uli Sinambela telah tidak menyampaikan keterangan dengan benar dan jujur. Pada dasarnya baik itu keterangan yang penting atau keterangan yang tidak penting akan menjadi bahan pertimbangan penanggung untuk menentukan apakah dari keterangan tersebut dapat dilanjutkan perjanjian asuransinya dan juga menentukan besaran premi yang akan ditanggung oleh tertanggung.
Oleh karena itu sangat dianjurkan agar almarhum Uli Sinambela menyampaikan semua informasi dan keterangan yang diketahuinya dan yang seharusnya diketahuinya tentang obyek yang akan dipertanggungkan tersebut. Pelanggaran-pelanggaran itu dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya:
1.	Tidak mengungkapkan informasi secara benar dan lengkap.
2.	Menyembunyikan informasi.
3.	Informasi yang diungkapkan keliru, atau
4.	Dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar.​[22]​





Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1.	Penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh PT. Axa Mandiri terhadap ahli waris Uli Sinambela dengan alasan bahwa almarhum Uli Sinambela telah melanggar prinsip itikad baik pada saat pengisian SPAJ adalah sudah sesuai dengan polis dan peraturan perundang-undangan. Adanya ketentuan bahwa SPAJ adalah satu kesatuan dengan polis maka segela bentuk keterangan yang tidak disampaikan tertanggung dengan benar dan jujur merupakan pelanggaran prinsip itikad baik yang mengakibatkan perjanjian asuransi menjadi batal.




Penulis memberikan saran kepada pembaca melalui tulisan ini bahwa diharapkan :
1.	Bagi tertanggung diharapkan untuk tidak menyembunyikan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai informasi tersembunyi atau menutup-nutupi kelemahan dan kekurangan atas dirinya mengingat hal ini berkaitan erat dengan risiko, penetapan pembayaran premi serta kewajiban penanggung jika terjadi kerugian yang diderita oleh tertanggung. Tertanggung juga harus lebih cermat dan teliti ketika menerima polis asuransi dari pihak perusahaan asuransi dengan membaca dan memahami keseluruhan isi polis.
2.	Pasal 7 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah ditegaskan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Dengan demikian telah jelas bahwa perusahaan asuransi sebagai penanggung juga terikat dengan prinsip ini, yaitu kewajiban menjelaskan risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan secara jelas dan teliti baik secara lisan maupun tulisan.
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